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Revisi UU Penyiaran

Hadirkan Regulasi Adil Berkualitas

SENAYAN terus menuntaskan
revist Undang-Undang (UU)
Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penytaran. Salah satunya dengan
melibatkan aspirast seluruh cle-
men masyarakal, lermasuk para
tokoh lintas agama.

Wakil Ketua Komisi [ DPR
Sukamta mengatakan, undang-
undang tersebut akan mengha-
dirkan regulasi yang lebih ber-
kualitas dan memjawab kebutu-
han masyarakat di era digital.
Komisi I sudah mengundang
semuta Lokoh agama, ada Majelis
Ulama Indonesta (MUL). tokoh
Katolik, Protestan, dan lainnya.
"Kita dengarkan aspirasi mereka
untuk penyiaran Indonesia ke
depan,” ujar Sukamta, kemarin.

Sukamta berharap, revist UU
Penytaran dapat melahirkan
aturan yang adil, menjaga ke-
beragaman, serta mendorong
penviaran nasional yang lebih
sehal dam bermanfaat bagi ma-
syarakat Indonesia

Wakil Ketua Konisi [ DPR
Dave Laksono menambahkan,
revist UU Penylaran harus se-
laras dengan dinamika industn

dan kebutuhan masyarakat saal
ini. Sebab. beberapa poin revigi
penytaran ini lelah berubah be-
berapa kali agar sesuat dengan
perkembangan saat ini,
"Sekarang yang penting ada-
lah regulast yang memberikan
kepastian bagi seluruh pela-

ku penyiaran, " war Dave da-

lam keterangannya, Minggu
(31/8/2025)

Dave menegaskan, pihaknya
ingin meneapai kesepakatan dan
pemahiman yang sama dengan
stake holder atau pemangku
kepentingan. Sehinggra ke de-
pannya dapat membangun dan
menjaga industri penylaran,
baik bagi para pelaku maupun
lembaga penyiaran it sendin.

*Jad industri penyiaran dapat
terus berkembang dan melayani
masyarakal secara oplimal,"
harap politikus Golkar ini.

Sementara, Kelug Majelis
Ulana Indonesta (MUI) Bidang
Informasi dan Komunikasi
Masduki Baidlow: menekankan,
UU Penyiaran harus menginte-
rasikan nikai agama dan etik,
"Dengun pendekatan m, eko-

l

Sukamta

sistem penylaran multi plat-
form akan lebih sehat, cerdas,
berkelanjutan, dan mendukung
ekosistem kesalehan," wjar
Masduki dalam keterangannya,
Minggu (31/872025).

Menurut Masduki Fatwa MU
bisa diadopsi ke dalam UU
Penyiaran. Khususnya (erkail
pedoman bermuamalah atau

bermasvarakat di media sosial
(medsos). Sehingga penyiaran
harus berfungst sebagai media
gdukasi, akhlak, dan perekal
sostal, bukan sekadar hiburan
komersial.

"Jadi standar etik dalam Pe-
doman Pertlaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P35P5)
yang sudah berlaku selama ini

maupun yang baru akan diper-
luas penerapannya ke medsos
seperti YouTube, TikTok, Insta-
pram," kata dia.

MU kata Masduki juga men-
dorong penguatan efektivitas
larangan vang selama 1ni sudih
herlaku, seperti fitmah, hoaks,
ujaran kebencian hingga konten
vang merendahkan anak. Selain
itu, diingatkan juga bahaya ccho
chamber yang bisa memperkuat
radikalisme, polarisasi, dan
intoleranst bersentimen aganma,
serta ekstrimisme digital.

Diketahui, echo chamber

i (ruang gema) adalah fenomena
“ (i internet dan medsos di mana

seseorang hanya lerpapar imfor-
masl alau opini vang mencer-
minkan dan memperkual pan-
dangan serta kepercayaan mere-
ka sendiri.

Masduki menyarankan agar
UU Penyiaran baru melakukan
pendekatan untuk mencegah
dampak negatil dart medsos.
Jad tidak hanya fokus pada pen-
dekatan normatil, tapi juga pada
dampak bahaya nyata dartkonten
digntal yang idak terkendah, mTF


http://www.tcpdf.org

